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PERATURAN GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DABRAH (RKPD)
TAHUN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanokan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahwn 2004 tertang Sistem rencanaan
Pembangunan Naslonal dan Pagal 150 ayat @) hun ff d Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahar Daera h dan Pasdl 33 syat

3) Peraturan Pemefintah Nomor $8 Tzhun 2005 tentang Pengelalaan
euangan Daerah peflu menetapkan Peraturan Gubermur tentang
Rencana Kerja Pemerintah Dasrah (RKPD) Tghun 2011;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tedtang Penysle raan
Negara yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolus! dan Napabisme;

2 Undang-lndang Mamor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara;

3 ﬂndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan
eQars,;

4. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tertang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

2 Undang-Undang MNomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanganan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebapaimana telah baberapa kali dubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undapng MNomor 33 Tahun 2004 tentang Pearimbangan
Keuangan artara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerindshan
Provinsl Daerah Khusus bukota Jakark sebaga Ibukota Negara
Kesatuan Republk lndanesia:

9. ‘Peraturan Pemerintah Namor 20 Talun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintaky

10. Peraturan Pemerimtah Nomar 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerjp dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



Menetapkan

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

‘Peraturan ‘Pamerimtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerdy, :

Peraturan Pemerinlah Nomer 66 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penarapan Standar Pelaganan Minimal,

Peraturan Pemedntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kauangan dan Kinorja Instansi Pemerintah; "

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Unsan Pemermtahan artara Pemerimtah, Pemerintahan Daarah
Provinsi dan Pemernintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Pergturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daersh;

Peraturan Menleri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2008 t
Pedoman Pengelolasn Keuangan Daersh sebagaimana
ggub?h denpan Peraturan Menkeri Dadam Negen Nomor 59 Tahun

Poraturan Daersh Nomor § Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daarah;

Peraturan Daerah Numur 1t Tahun 2008 ﬁ"‘“‘ﬂmmm
Pembangunan Jangka Menen Daerah (RPJMD vinsi DKl
Jakarta Tahun 2007-2012; oh ( )

Porsluran Daersh Nomor 10 Tahun 2008 tentng Organisasi
Perangkat Daeraky 9 trem

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKFD) TAHUN 2011.

(1)

2

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang selanjutnya

dsebut ‘RKPD Tahwn 2011 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk perfode 1 (s tehun yatu Tawmn

{
2011 yang dimulal pada tengga 1 Januar 2011 dan berakhir pada
tonpgal 31 Desamber 2011, s

RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada 1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut : P et ()

BAB| : PENDAHULUAN

BAB | EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB Nl . RANCANGAN KERANGKA BKONOMI DAERAH

BAB IV : PRIDRITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI . KADAH PELAKSANAAN

Pasa 2

RKPD Tahun 2011 meniadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daereh
Khusus Ibukota Jakarta dadam menyusxtjjﬁg:



a ‘Rancang Umum APBD (KUA} Priositas dan Plafon
Anggaran Sema aa [PPAS) Tahun Anggaran 2011,

b. ‘Rencana Kep%} dan Anggaran (RKA) Saluan Kerja Pera

Daerah (SK dan Unlt Kerja Perangkat Daerah {UKPD) Ta un
Anggaran 2(11.

Pasal 3
Uraian lebih lanpt RKPD Tahun 2011 tercantum dalam Lamplran yang
merupakan satu kesatuan dan baglan tidak terpisahkan dari Peratuean
Gubernurin

Pasal 4
Peraturan -Gubernur inf muld berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengstahuinya, memerintahkan undangan
Peratumn Gubemur ini denga enempatannya dalam pﬂag%a Daerah
Provinsi Dasrah Khusis bukota Jg

Ditetapkan di Jakaria
padatanggal 3g Juni 2010

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKQT A JAKARTA,

Diundangkan d Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

<

YAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHM 2010 NOMOR 123



